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ABSTRAK 

 
Eka Agustina/222016218/2020/Analisis Strategi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pedesaan Perkotaan(PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Palembang.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan efektivitas penerimaan pajak bumi dan 

bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kota 

Palembang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui strategi dan 

efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) terhadap 

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kota Palembang. Data yang digunakan adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada pihak BPPD Kota 

palembang, dan data sekunder diperoleh dari BPPD Kota Palembang. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh 

BPPD Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 antara lain membentuk tim 

ekstensifikasi PBB-P2, Membentuk kerjasama di kecamatan, dan Sosialisasi SPPT ke masyarakat 

lewat spanduk-spanduk terutama ketika menjelang jatuh tempo. Faktor-faktor yang menghambat 

belum tercapainya strategi penerimaan PBB-P2 di Kota Palembang antara lain karena faktor 

teknologi, sarana dan prasarana serta sumber daya keuangan/anggaran, sedangkan faktor-faktor 

yang dapat mendukung antara lain adanya komitmen sumber daya manusia, kondisi politik, 

ekonomi dan sosial. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Kota 

Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 – 2018 selalu 

mengalami perubahan, tidak selalu meningkat ataupun menurun. 

 

 

Kata Kunci: strategi, efektivitas, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (pbb-p2), 

pendapatan asli daerah (pad).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab 

diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, 

kewenangan yang dimaksud dapat berupa pengelolaan keuangan yang 

sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah 

dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam 

wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan 

asli daerah lain-lain yang sah. 

Sumber penerimaan daerah salah satunya berasal dari pajak. Secara 

umum, pengertian pajak telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Menurut Mardiasmo (2016: 8) mengklasifikasikan pajak menurut 

lembaga pemungutannya membagi menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak pusat 

dan pajak daerah, pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan pajak daerah 

yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah.  
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Menurut Azhari (2015: 67) pajak daerah adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan 

asli daerah, salah satu pajak daerah yang memiliki potensi untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan. 

Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Pajak yang dikenakan kepada 

seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh 

manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan 

bumi (Rismawati dan Antong, 2015: 391). Dalam Undang-Undang Nomor 28 

tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemerintah 

daerah memperoleh perluasan objek pajak daerah sebagai sumber penghasilan 

tambahan.  

Perluasan objek pajak daerah itu sendiri telah diatur dalam Undang-

Undang tersebut meliputi perluasan bisnis pajak daerah yang telah ada, 

penambahan objek pajak baru dan pendaerahan objek pajak pusat menjadi 

pajak daerah salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2).Setelah dilimpahkan menjadi pajak daerah pada tahun 

2014, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah menjadi 

wewenang daerah dalam pemungutan dan pengelolaannya maka penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya masuk ke 

pendapatan asli daerah kabupaten/kota. 
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Pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan yang efektif akan 

menciptakan sumber penerimaan yang kuat bagi pemerintah daerah dan 

memperkecil kebutuhan akan bantuan dari Pemerintah Pusat. Kegiatan 

intensifikasi pemungutan pajak perlu dilakukan pemerintah supaya 

penerimaan daerah khususnya Pajak Bumi Dan Bangunan dapat meningkat. 

Peningkatan penerimaan dari sektor pajak ini akan lebih efektif perolehannya 

jika ada peran serta aktif dari masyarakat. Dalam upaya yang dilakukan 

pemerintah daerah pasti diperlukan yang namanya steategi dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. 

Strategi itu sendiri dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu perencanaan 

strategi, pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi. Pada tahap perencanaan 

strategi, proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi 

atau arahan, menentukan dan menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, 

dan beberapa strategi alternatif lainnya,setelah perencanaan strategi 

ditetapkan, lalu dilakukan pelaksanaan atau implementasi strategi tersebut, 

seiring dengan berjalannya waktu maka lingkungan juga akan terus berubah, 

sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi strategi dilakukan 

dengan mengkaji ulang faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, dan 

dilakukannya upaya perbaikan terhadap kurangnya kinerja sebelumnya untuk 

keberhasilan di masa depan.  

Strategi yang telah dilaksanakan dan tepat diterapkan akan 

mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan. Efektivitas berasal dari bahasa 

inggris “effektivity” yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau 

tingkat keberhasilan.Efektivitas pada dasarnya merupakan pengukuran 

pencapaian tingkat keberhasilan berdasarkan pencapaian dari tujuan-tujuan 
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yang telah ditentukan, jadi efektivitas penerimaan disini dapat diukur atas 

dasar sejauh mana realisasi penerimaan bisa tercapai dari target yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hesta (2019), Mega dan 

Evi (2018), Indah, dkk (2015) dan Vernando, dkk (2019) hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa strategi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tergolong terlaksana dengan baik meskipun 

banyak hambatan-hambatan yang terjadi, Namun hal berbeda diungkapkan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Ida, dkk (2015) dan Yulistia (2019) 

bahwa strategi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan 

(PBB-P2) yang dilakukanmasih belum dikatakan baik karena banyak 

mengalami kendala seperti kurang optimal dalam pelayanan serta sarana 

prasarana yang kurang memadai.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hesta (2019), Yulistia 

(2019), Indah, dkk (2015), dan Vernando, dkk (2019) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dam 

Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) itu sendiri masih tergolong kurang 

efektif, namun hal berbeda diungkapkan dalam hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ida, dkk (2015) yang menyatakan bahwa penerimaan Pajak 

Bumi dam Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tergolong sangat efektif 

dengan presentase di atas seratus persen.  

Dinas Pendapatan Daerah sebelum menjadi Dinas Pendapatan Daerah 

dulunya adalah Pajak Daerah (PD). Sekitar tahun 1980-an, Pajak Daerah ini 

dibagi menjadi dua tim yaitu tim IPEDA (Instansi Pendapatan Daerah) dan 

tim DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah). Sekitar 6 tahun berjalan IPEDA 
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bergabung dengan DIPEDA yang disebut DISPENDA (Dinas Pendapatan 

Daerah) tingkat dua yang sekarang disebut Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Palembang. 

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk 

mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber 

dari pajak daerah dan retribusi daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan 

daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, supaya pengelolaan 

pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil 

digunakan maka dengan keputusan Walikota Palembang Nomor 67 tahun 

2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Asli Derah kota Palembang 

bahwa Dinas Pendapatan kota Palembang mempunyai struktur organisasi, 

kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 

DISPENDA kota Palembang berubah menjadi BPPD (Badan Pengelolaan 

Pajak Daerah) berdasarkan PP No. 18 tahun 2016.  

Berikut ini data target dan realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah Kota Palembang Tahun 2014-2018. 

Tabel I.1 

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan 

Kota Palembang 

Tahun 2014-2018 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 

2014 95.000.000.000 83.810.426.995 88,22 

2015 95.000.000.000 97.443.811.213 102,57 

2016 116.539.477.871 117.558.226.402 100,87 

2017 150.000.000.000 166.521.800.165 111,01 

2018 190.000.000.000 162.247.223.518 85,39 

Sumber :Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2020 

Berdasarkan data tabel I.1 maka dapat dilihat bahwa setiap tahunnya 

target pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan yang selalu meningkat, 
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namun realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan 

setiap tahunnya masih bersifat fluktuatif atau naik turun. 

Proses pemungutan PBB-P2 yang efektif dibutuhkan ketersediaan 

akan sumber daya manusia yang mumpuni dan mempunyai kualitas tinggi, 

namun masalah yang ada pada BPPD Kota Palembang ini yaitu masih 

minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, dan belum sebanding dengan 

jumlah wajib pajak yang ada. Pendidikan yang tinggi juga sepenuhnya tidak 

menjamin tingkat kualitas dari sumber daya manusia yang bekerja.  

Implementasi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur pengalihan PBB-P2 menjadi 

pajak daerah, dengan pengalihan ini dampaknya ada pada proses 

pemutakhiran data yang harus terus dilakukan, hal ini dilakukan supaya data 

objek dan subjek pajak tersebut akurat dan sesuai dengan fakta yang ada 

dilapangan.  

Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara optimal karena adanya 

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, baik dalam jumlah maupun 

kualitasnya juga sangat diperlukan. Kendala yang dihadapi pada BPPD Kota 

Palembang di sarana dan prasarana yaitu ada beberapa Unit Pelayanan Teknis 

(UPT) masih belum memiliki gudang UPT tersendiri, sehingga menyulitkan 

dalam hal pelayanan kepada masyarakat serta administrasi dan urusan kantor 

lainnya.  

Masalah lain yang terjadi dalam proses pelaksanaan strategi 

penerimaan PBB-P2 yaitu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 

(SPPT) kepada wajib pajak. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan 

bahwa masalah yang ada pada penyampaian SPPT ini yaitu, SPPT sampai 
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kepada wajib pajak namun wajib pajak tersebut tidak mau membayar, SPPT 

tidak sampai dan yang selanjutnya yaitu SPPT sudah sampai kepada wajib 

pajak tersebut namun mereka lupa untuk membayar.  

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Strategi dan Efektivitas Penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam 

rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu bagaimanakah strategi dan efektivitas penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam rangka 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui strategi dan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam rangka meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan memberikan manfaat dan ilmu bagi semua pihak diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menambah ilmu pengetahuan bagi 

penulis dan wawasan bagi penulis maupun yang membaca hasil penelitian 

ini. 

 



8 
 

 
 

2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

dan masukan bagi pimpinan dalam rangka pengambilan langkah-langkah 

kebijakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Pedesaan Perkotaan Kota Palembang.  

3. Bagi Almamater 

Sebagai referensi dan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang 

berkepentingan khususnya mahasiswa sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya 
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